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PROFESIONALISME APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PADA BIRO PEMERINTAHAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
(Studi Kasus Monitoring e-KTP)

Aulia Nugraha

Abstrak

Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Renahan pada
Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provikalimantan Timur (Studi
Kasus Monitoring e-KTP) (Dibawah Bimbingan Dr. Disnthonius Margono,
M.Si, Muhammad Hairul Saleh, S.Sos, MA).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profesitsme Aparatur dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintakbnum Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Monitg e-KTP) untuk
mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi Bemerintahan Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian
analisis deskriptif kualitatif dengan teknik penguwian data menggunakan
Library Research dan Fieldwork Research dengan masg daftar wawancara
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ddadaalisis data model
interaktif dengan menganalisis berdasarkan hasil ngd¢ian tentang
Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Rertahan pada Biro
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalwtan Timur (Studi
Kasus Monitoring e-KTP).

Dari hasil evaluasi pelaksanaan monitoring e-KTPngadilaksanakan
secara administratif, menunjukan bahwa pembuatanKTE- di 14
Kabupaten/Kota tersebut disebabkan beberapa halu yi@rbatasnya tenaga
aparatur yang memiliki keahlian dibidang pelayareKTP tersebut, kurangnya
sosialisasi dibeberapa daerah, yang seharusnya hleditingkatkan lagi.
Terkendalanya dari segi sarana dan prasarana comyahdari segi daya listrik
yang dibeberapa daerah ditemukan kekurangan.

! Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulbleh pengarang (Aulia Nugraha, Program
Studi lImu Pemerintahan, Fakultas llmu Sosial damlPolitik, Universitas Mulawarman),
email: aulianugrha@gmail.com
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Kata Kunci: Profesionalisme, Biro Pemerintahan Umum, Monitorgag TP
Pendahuluan

Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Prouaimantan Timur
sebagai salah satu biro dalam lingkungan KantoreBuwly Provinsi Kalimantan
Timur memiliki aparatur pemerintah yang sebagiamlabu mencapai tahap
profesionalisme, oleh sebab itu untuk mewujudkaarapr yang lebih baik,
harus memiliki wawasan atau pengetahuan yang lp&sigalaman serta
keterampilan. Dengan mengedepankan pengetahuarpetagalaman, aparatur
memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan tugaastuglan mampu
melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempeiah kinerja aparatur
yang profesional, agar dapat menjalankan tugagsbagian masing-masing.

Adapun tugas-tugas umum di Biro Pemerintahan Undatgam Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tegtdJraian Tugas
Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Provinsinkaitan Timur, menyatakan
bahwa : 1) Menyusun penyelenggaraan kegiatan lmidas tugas pokok dan
fungsi masing-masing, 2) Mengarahkan rencana lagidterdasarkan tugas
masing-masing bagian agar kegiatan terlaksana ispsagram, 3) Melakukan
monitoring dan evaluasi, 4) Meneliti berkas seslerigan tugas dan fungsinya
masing-masing, 5) Melaksanakan tugas lain yangriédoe oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas tersebut, aparatur pemerdgalgan kinerja yang
baik adalah harus memiliki kemahiran dan pengetahdelam melaksanakan
tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan tugasfudgsi yang telah
ditetapkan.

Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil obseryasg dilakukan oleh
penulis, ada indikasi bahwa sebagian pegawai padlagosebut memiliki disiplin
ilmu yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya: sgpemgalaman yang belum
banyak dimiliki dalam berkerja sesuai bidang teusetban oleh sebab itu pegawai
harus memiliki kemampuan teknis, kemampuan tekmessebut dapat
melaksanakan tugas yang diperoleh dari pengalaraanpdndidikan. Di balik
semua itu harus ada motivasi, motivasi dalam bgrkegar dapat terciptanya
keterampilan dan pengetahuan yang baik

Dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab peggavey bersangkutan
sehingga berdasarkan fakta-fakta yang ditemui a@ilgpn penulis tertarik untuk
meneliti permasalahan tersebut untuk dituangkaandauatu karya tulis ilmiah
yang berjudul “Profesionalisme Aparatur Dalam Péasryggaraan Pemerintahan
Pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerahiri&ioalimantan Timur
(Studi Kasus Monitoring e-KTP)”. Rumusan permasafah penelitian ini
adalah sebagai Dberikut: Bagaimana Profesionalismearadur Dalam
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Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Biro Pemerintbimanm Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Monitorind(€P ?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui BagaimB@rafesionalisme
Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan PadaPBmerintahan Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Den§audi Kasus Monitoring e-
KTP ?

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai bérik
Secara Teoritis Untuk memberikan kontribusi keplida pengetahuan dan dapat
menjadi bahan kajian penelitian lebih lanjut khugasuntuk bidang penelitian
yang berhubungan dengan Profesionalisme AparatdanD&enyelenggaraan
Pemerintahan Pada Biro Pemerintahan Umum Sekrtefmevinsi Kalimantan
Timur Dengan Studi Kasus Monitoring e-KTP. Secarak##s: a. Dari hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangamipean bagi Pemerintah
Kalimantan Timur, khususnya pada Biro Pemerintahdmum Sekretariat
Provinsi Kalimantan Timur, b. Sebagai sumber infasm dan bahan
pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan itianehi, c. Sebagai bahan
perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnyagydmerkaitan dengan
penelitiannya.

Kerangka Dasar Teori

Profesionalisme

Istilah profesional itu berlaku untuk semua apanafai dari tingkat atas
sampai tingkat bawah. Profesional dapat diartikebagai suatu kemampuan dan
keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaanurote bidang dan
tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyandeebcokan Huitability)
antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi kotepsi pureaucratic-
competendedengan kebutuhan tugas persyaratask(requirement

Terpenuhnya kecocokan antara kemampuan dengan ukelputtugas
merupakan syarat terbentuknya aparatur yang poofalsiArtinya keahlian dan
kemampuan aparat mereflesikan arah dan tujuan yeng dicapai oleh suatu
organisasi. (Kurniawan, 2005:74).

Atmosoeprapto (dalam Kurniawan, 2005:74) menyelutkbahwa
profesionalisme merupakan cermin dari kemampuailitfy), yaitu memiliki
pengetahuan kOowledgg keterampilan dkills), bisa ditunjang dengan
pengalaman (experience) yang tidak mungkin munita-ttba tanpa melalui
perjalanan waktu.

Sedangkan arti kata profesionalisme menurut Siagiéalam
Kurniawan:74) adalah keandalan dalam pelaksanages tesehingga terlaksana
dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat ddargan prosedur yang
mudah dipahami dan diikuti oléklientele” (pelanggan atau masyarakat)
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Ciri-ciri  profesional adalah sebagai berikut: meknilkompetensi di
bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing geacgjur dan sportif, serta
menjunjung tinggi etika profesi.

Berkaitan dengan konsep kemampuan keterampilarfaealaparatur
pemerintah, menurut Brown (dalam Hensey dan Blan¢heD95) yang dikutip
oleh Kurniawan (2005:85), ada tiga jenis kemampdasar yang harus dimiliki,
baik manajer, maupun pelaksana untuk setiap tiagkatang dalam pelayanan
publik antara lain: pertama, kemampuan teknis (teeth skill), yaitu kemampuan
menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan @eratang diperlukan untuk
melaksanakan tugas yang diperoleh dari pengalapendidikan dan training.
Kedua, kemampuan social (social/human skill), kepuzan menilai (judgment)
dalam pekerja melalui orang lain, mencakup pemahat®atang motivasi dan
penerapan kepemimpinan yang efektif. Ketiga, kemmmp konseptual
(conceptual skill), yaitu kemampuan untuk memah&ompleksitas organisasi
dan penyesuaian bidang unit kerja masing-masingl&ed bidang organisasi.
Kemampuan ini memungkinkan seseorang bertindakraseldengan tujuan
organisasi secara menyeluruh daripada hanya ates tlguan dan kebutuhan
kelompok sendiri.

Aparatur Pemerintah

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:230) PegalNegeri Sipil (PNS)
mempunyai dua pengertian. Yang pertama, berarterpedn atau profesi dan
yang kedua, berarti pengabdian. Sebagai pekerj@anpaofesi, seseorang yang
menjabat sebagai PNS haruslah memiliki profesitagiiang setinggi-

tingginya dengan pengetahuan dan keterampilan ysegyai dengan
persyaratan jabatan yang dipangkunya. Sementaraséhbagai pengabdian,
seorang PNS haruslah mendahulukan kepentingan ubamgsa dan negara dari
pada kepentingan pribadi, kelompok atau golonganRgagabdian inilah yang
membedakan antara PNS dan non-PNS misalnya pegamesta. Dengan
pengabdian pula seorang PNS diwajibkan untuk berseeélaksanakan tugas-
tugas yang berat bahkan berbahaya bagi keselargatamralaupun gajinya
rendah.

Menurut S.Situmorang (dalam Sadu Wasistiono 20Q02%8jawai Negeri
adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syaray yhrentukan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dianghalh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatgerinatau diserahi tugas
negara lainnya dan digaji menurut peraturan pemma@dangan yang berlaku
(Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1974). Dalam pasal 2 UUS\bBahun 1974 disebutkan
bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negepil PNS) dan Anggota
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selanjutligabutkan bahwa Pegawai
Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pyddegawai Negeri Sipil Daerah
dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan darggaturan pemerintah.
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Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
daerah, penyelenggara pemerintahan adalah Pregilomtu oleh 1 (satu) orang
wakil Presiden, dan oleh menteri negara (Pasal rigkaa 1). Penyelenggara
pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah d& Pasal 19 angka 2).
Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas) BPenyelenggaraan
Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukurs,tadé penyelenggara negara,
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas rgooptitas, asas
profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efesidasi asas efektifitas (Pasal 20
angka 1). Dalam menyelenggarakan pemerintahan,rpgatemenggunakan asas
desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsersteasiai dengan peraturan
perundang-undangan (Pasal 20 angka 2). Dalam nesmggdrakan pemerintahan
daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otdaonrtugas pembantuan
(Pasal 20 angka 3).

Biro Pemerintahan Umum
Biro Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum sedeagan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh PetakRrDaerah
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dagemdalian
bidang pemilu dan pejabat negara
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dagempdalian
bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dagempdalian
bidang administrasi pemerintahan
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dagempdalian
bidang kependudukan
6. Penyelenggaraan tata usaha biro
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasarasdengan bidang
tugas dan fungsinya
Biro Pemerintahan Umum, membawahkan:
1. Bagian Pemilu dan Pejabat Negara
a. Sub Bagian Pemilu
b. Sub Bagian Pejabat Negara
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
a. Sub Bagian Urusan Pemerintahan
b. Sub Bagian Penerimaan Daerah
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Administrasi Pemerintahan
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a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
b. Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. Bagian Kependudukan
a. Sub Bagian Administrasi dan Data Kependudukan
b. Sub Bagian Pencatatan Sipil dan Pengembangan Réndud

Monitoring

Monitoring (Calyton dan Petry 1983) sebagai suatasgs mengukur,
mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomikakasformasi untuk
membantu pengambilan keputusan manajemen progm@yekpr

Monitoring sendiri dapat diartikan sebagai kegiat@tuk mengikuti suatu
program dan pelaksanaannya secara mantap, temtutedus-menerus dengan
cara mendengar, melihat dan mengamati, serta nandaadaan serta
perkembangan program tersebut.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikaformasi tentang
pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi pamgejpla dan pelaksana
program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi rkasubagi pihak yang
berwenang untuk :

a. Memeriksa kembali strategi pelaksanaan programgseéfn@ana sudah

direncanakan setelah membandingkan dengan kenyditegangan

b. Menemukan permasalahan yang berkaitan dengan peggaraan

program

c. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambayg@lenggaraan

program.

Elektronik KTP (e-KTP)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KartuddaRenduduk
Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP adalah tttes resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksamayang berlaku diseluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu Tanda Penduduk dapat dikatakan sebagai dakusekuriti yang
harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indone®i() ataupun Warga Negara
Asing (WNA) yang tinggal dan menetap di Indonegbagyai tanda bukti diri atau
legitimasi, sehingga pengelolaannya perlu diatoarseterpadu.

Jadi yang dimaksud dengan e-KTP ialah Kartu TaRdaduduk yang
dibuat secara elektronik yang berfungsi secara kbenigasi dan memiliki
spesifikasi dan Format KTP Nasional yang dilinduhgigan sistem pengamanan
khusus sebagai identitas resmi penduduk yang dkarb oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Definisi Konsepsional
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Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan featean pada Biro
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltan Timur dengan
Studi Kasus Monitoring e-KTP adalah sebagai sugtaya pemerintah dalam
rangkaian tahapan pembuatan e-KTP yang meliputalaegspek. Termasuk
keterampilan, kemampuan dan pengetahuan, termag&k Kuantitas pekerja
seperti: jumlah pekerjaan yang dapat diselesai#tan,tanggung jawab masing-
masing. Namun pelaksanaannya tetap dimonitoring agagkaian tahapan
tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan selemgan manajemen yang
sedang berjalan.

M etode Penedlitian

Jenis Pendlitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif Ka#fi merupakan penelitian
yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi meaigstatus suatu gejala
yang ada, yaitu keadaaan gejala yang dikumpulkéapatigan menurut apa
adanya pada saat penelitian dilakukan.

Sesuai dengan penelitian ini maka jenis penelitfarbersifat deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan damtdjgan untuk memberikan
gambaran serta penjelasan mengenai penelitianaigari penulisan deskriptif
ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran ati&isdn secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifattsif@rta hubungan antara
fenomena yang diselidiki.

Fokus Penelitian
Fokus penelitian sangat berperan penting dalanmu guertelitian. Dengan
adanya fokus penelitian, seorang meneliti dapat Ima¢ssi studi dalam penelitian
dan mampu memenuhi kriteria suatu informasi dilgpan sehingga dapat
mengetahui data yang perlu diambil dari data yauasg dikumpulkannya yang
kemudian diolah hingga menjadi kesimpulan.
1. Profesionalisme aparatur Dalam Penyelenggaraanrite¢aian Di Biro
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah KalimantanuifiDengan
Studi Kasus Monitoring e-KTP, dengan indikator meti :
a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan e-KTP Padaipgatien/Kota
b. Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Permasalahan Selam
Pelaksanaan Program e-KTP
2. Kendala—Kendala Yang Terdapat Dalam Pelaksanaaekd&ean e-
KTP

Monitoring dan Evaluas Pelaksanaan e-KTP Pada Kabupaten/Kota
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Pada bulan Agustus Tahun 2011 di Provinsi Kalimanfamur siap
melakukan pelaksanaan e-KTP pada 14 Kabupaten/iatey terdiri dari
Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Berau, KateampNunukan, Kabupaten
Malinau, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota BontaKgbupaten Paser,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupateutai Timur,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten TanagrahmKota Balikpapan.

Berbagai persiapan telah dilakukan dalam Perekared(rP, agar
berlangsung dengan baik, berikut persiapan e-KTP:

1. Pemerintah Pusat

a. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak.

b. Menyediakan Blanko KTP berbasis NIK yang dilengk&pide
keamanan & rekaman elektronik.

c. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis payKTP
Elektronik.

d. Memberikan Sosialisasi (pemberian bantuan hanyail k

2. Pemerintah Provinsi

a. Sosialisasi penerapan KTP elektronik kepada Instditggkat
Provinsi, Kabupaten/Kota serta Masyarakat.

b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penerapan Kalrenik.

c. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

a. Menjamin ketersediaan Catu Daya Listrik disetiagdfeatan atau
tempat pelayanan KTP elektronik.

b. Mempersiapkan tenaga teknis (Operator) minimal ahgrdisetiap
tempat pelayanan KTP elektronik dan tenaga pendulainnya.

c. Menjaga akurasi database kependudukan melalui aeday
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengatensi
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

d. Melaksanakan sosialisasi penerapan KTP elektragplatta Instansi
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RV@koh
Masyarakat, Tokoh Agama dan Penduduk.

e. Menyediakan APBD di Dinas Kependudukan dan Perarat&tpil
untuk pelaksanaan penerapan KTP elektronik di:

1) Kabupaten/Kota
a. Pembentukan Tim Pokja untuk tingkat Kabupaten/Kdita

Kecamatan.
Sosialisasi penerapan KTP Elektronik.
Mobilisasi Penduduk wajib KTP ketempat pelayanan.
Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat.

e. Insentif petugas disetiap tempat pelayanan KTRreleik.
2) Kecamatan

a. Pelayanan penerapan KTP elektronik.

20T
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b. Koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten/Kota.
c. Penyediaan tenaga operator dan operasional pelayana
penerbitan KTP elektronik disetiap tempat pelayanan
d. Penyediaan Catu Daya Listrik.
e. Penyediaan Genset bagi Kecamatan yang tidak tesedia
listrik.
f. Pelaporan.
3) Desa/Kelurahan
a. Sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan.
b. Penyediaan Perangkat (bila pelayanan KTP elektronik
ditempatkan di Desa/Kelurahan).
4. Kecamatan
a. Mendatangi dan menyampaikan Surat Pemanggilan kepaaduduk
wajib KTP untuk melakukan perekaman data ditempktyanan KTP
elektronik.
b. Menyiapkan tempat pelayanan KTP elektronik seperti:

1) Ruang Pelayanan

2) Ruang penyimpanan KTP elektronik

3) Perlengkapan Kantor untuk pelayanan

4) Meningkatkan Catu Daya Listrik

5) Tenda dan Kursi untuk ruang tunggu penduduk dilepgkengan
kamar kecil

5. Desa/Kelurahan
a. Sosialisasi.
1) Mensosialisasikan Program Nasional penerbitan KIERtr@nik
kepada penduduk dengan cara:
a) Langsung tatap muka
b) Melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan
2) Penduduk memahami hak, kewajiban dan manfaat KdlRrehik
b. Menyampaikan Surat Pemanggilan kepada penduduk.

1) Surat Pemanggilan diterima dari Kecamatan disarapailepada
penduduk melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungam da
Pengurus RT/RW.

2) Surat Pemanggilan berisi jadwal kapan penduduk bwKjTP
harus mendatangi tempat pelayanan KTP elektroniig ytalah
ditentukan.

c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi mobilisasi pethuk.

1) Penduduk wajib KTP dapat hadir, baik secara manaliau
difasilitasi dengan kendaraan angkutan dari Desardlean
ketempat pelayanan KTP elektronik.
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2) Upaya dilakukan agar penduduk wajib KTP dapat hdigmpat
pelayanan KTP elektronik sesuai tempat dan jadwagysudah
ditentukan.

6. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

Memberikan pemahaman dan mengajak agar masyaraddit h

memenuhi Surat Pemanggilan ketempat pelayanan e-KihRik

pengambilan dan perekaman Pas Photo, Tanda TarsgarSidik Jari

untuk keperluan penerbitan KTP elektronik bagi pehuk bersangkutan.
Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perekamanRed{Haerah-daerah
Provinsi Kalimantan Timur dapat di pahami tata cdatéam perekaman e-KTP,
yang bermasalah tidak ada alat pembantu (gensiety orelakukan perekaman e-

KTP.

Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Permasalahan Selama Pelaksanaan
Program e-KTP

Monitoring e-KTP Massal Tahap |

Pelaksanaan monitoring e-KTP massal tahap pertiimalai pada minggu
kedua bulan Agustus Tahun 2011, yang dilaksanakeh &epala Bagian
Kependudukan Jubaidah, S.Sos dengan pegawai bahjidrang.

Adapun pelaksanaan monitoring sebagaimana yangadiekewajiban
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai petunpahwa Pemerintah
Provinsi hanya menerima laporan perkembangan pelaks pada tiap
Kabupaten/Kota dan melaporkan hasil monitoring &mé&intah Pusat, dalam hal
ini Kementrian dalam Negeri Cq. Dirjen Kependudukan

Hasil Monitoring dimaksud yang berlangsung di 7olpaten/Kota, terdiri
dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Betgabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kota Samarinda, Kota Tarakan Kata Bontang, yang
harus selesai pada 30 April 2012.

Monitoring e-KTP Massal Tahap 11
Dalam monitoring e-KTP sudah memasuki tahap 1l ptdaygal 3 Juli

2012. Yang sebelumnya pelaksanaan e-KTP di tadepdan 7 Kabupaten/Kota,
sedangkan tahap Il dengan 7 Kabupaten/Kota yarge8e daerah, terdiri dari
Kabupaten Paser, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Ratat, Kabupaten Kutai
Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupatera Tadung dan Kota
Balikpapan. Dari 7 Kabupaten/Kota yang diprograml@eiaksanaan e-KTP
Tahun 2012 hanya 6 Kabupaten/Kota sudah melaku&skaman, 1 Kabupaten
belum melakukan perekaman yakni Kabupaten KutaatBar

Monitoring e-KTP Secara Reguler

1522



Profesionalisme Aparatur Dalam Penyelenggaraan faadean(Aulia)

Sehubungan dengan Program Pelayanan e-KTP MaakapT dan Tahap
[I tahun 2011 sampai tahun 2013 di 14 Kabupate@K@tovinsi Kalimantan
Timur, dalam program pelayanan tersebut, pelaksanaaitoring pelaksanaan
e-KTP, yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Kependamika. Hj. Erna Hartati
dengan pegawai berjumlah 5 orang.

Dari hasil observasi penelitian menunjukan bahemlpuatan e-KTP di 14
Kabupaten/Kota tersebut disebabkan beberapa h#l) yerbatasnya tenaga
aparatur yang memiliki keahlian dibidang pelayaralTP tersebut, kurangnya
sosialisasi dibeberapa daerah, yang seharusnyah leliingkatkan lagi.
Terkendalanya dari segi sarana dan prasarana cyatakari segi daya listrik
yang dibeberapa daerah ditemukan kekurangan.

Dari evaluasi pelaksanaan tersebut, monitoringg yditaksanakan adalah
secara administratif.

Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perekaman e-KTP

Dalam pelaksanaan perekaman e-KTP Massal Tahap Tehap Il tidak
selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya thalerdalam pelaksanaan
perekaman, di temukan kendala-kendala yang dihadapupaten/Kota dalam
pencapaian target kuota:

a. Penduduk sulit mendatangi tempat perekaman di Katamkarena
kendala transportasi khususnya di desa yang jauln idakota
Kecamatan atau pinggiran Kota.

b. Pasokan listrik kurang dan tidak stabil terutam&eltamatan yang ada
di Kabupaten Kutai Barat.

c. Jaringan Komunikasi Data untuk pengiriman data ksaP kadang
mengalami gangguan

d. Peralatan yang rusak untuk perbaikan atau penggawtikup lama
sehingga mengganggu pelayanan

e. Adanya penduduk yang pindah, meninggal tidak dilegoo

f. Terdapatnya data ganda

g. Jumlah peralatan e-KTP tidak sebanding dengan jupgaduduk yang
harus direkam

Penutup

Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian dalam materi skripsi im diri hasil penelitian
yang berjudul Profesionalisme Aparatur dalam Pemggaraan Pemerintahan
pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerahif&ioi{alimantan Timur
(Studi Kasus Monitoring e-KTP), maka dapat diamkbsimpulan bahwa:
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1. Tahapan persiapan perekaman e-KTP agar dapatsaniakiengan baik
di mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provii®@merintah
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tokoby&lakat yang
bertugas untuk mensosialisasikan hak dan kewapbaduduk.

2. Dalam perekaman e-KTP banyak penduduk yang belutaksanakan
perekaman e-KTP, maka diadakan tahap regular dirsaebhalumnya
hanya ada tahap | dan Il, yang diharapkan dapatgomimalkan
pelaksanaan e-KTP.

3. Kendala-kendala yang terjadi dalam hal pelaksaealdP ini, adalah
terbatasnya transportasi bagi penduduk di desa yanh dari
perkotaan, kurangnya pasokan listrik dan tidak ilstaierjadinya
gangguan jaringan komunikasi data untuk pengiridata ke Pusat,
terganggunya pelayanan karena adanya peralatanusak,rjumlah
peralatan tidak sebanding dengan jumlah pendudu gmekam.

4. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu segera memperblaikimengganti
peralatan yang rusak, melakukan pelayanan mobildeka yang sulit
dijangkau, dan memberikan bimtek kepada operator.

5. Dalam aspek kepegawaian pada Biro Pemerintahan Umnotuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi e-KTP, permaknyimpulkan
bahwa jumlah pegawai pada tingkat pelaksanaansekasih kurang.

6. Aspek anggaran Biro Pemerintahan Umum yang sangsidukung
kelancaran monitoring dengan 2 (dua) program tetseprogram
penataan administrasi kependudukan dan program ipaam
penyelenggaraan otonomi daerabh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajuledrerapa saran yang
dapat menjadi masukan dan pertimbangan. Adapum-saran tersebut antara
lain adalah:

1. Proses perekaman e-KTP masih belum terlaksana wleigak,
diperlukan kerjasama baik Pemerintah Pusat, PetabrifProvinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelaralzen Tokoh
Masyarakat setempat. Agar dapat berjalan dengansimak para
aparatur yang bersangkutan harus meningkatkan qooofd kinerja
mereka.

2. Diperlukan pemeliharaan extra untuk alat-alat pemen e-KTP, agar
alat-alat tersebut tidak mudah rusak. Jika pemalatadah rusak, masa
perbaikan dan penggantian relatif lama, sehinggangaig@batkan
perekaman e-KTP kembali terhambat.

3. Untuk pegawai pada Biro Pemerintahan Umum dalamekasp
kepegawaian yang jumlah pegawai pada tingkat pateksmasih
kekurangan. Agar meningkatnya pegawai pada Biro efiemhan
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Umum, 2 (dua) program yaitu program penataan acnasi
kependudukan dan program pembinaan penyelenggaoé@momi
daerah, agar pegawai bisa lebih memaksimalkan gmotgrsebut.
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